
 

 

 

GUBERNUR MALUKU 

 

PERATURAN GUBERNUR MALUKU 

NOMOR 15 TAHUN 2019 

 

TENTANG 

 

PEDOMAN PENGEMBANGAN DESA WISATA BAHARI 

BERKELANJUTAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR MALUKU, 

 

Menimbang : a. 

 

 
 

 

bahwa sebagai bentuk implementasi dari Rencana Induk 

Pengembangan Pariwisata Daerah Provinsi Maluku 

Tahun 2018-2023 maka perlu ditindaklanjuti dengan 

menginisiasi Pengembangan Desa Wisata Bahari 

Berkelanjutan di Provinsi Maluku; 

    b. bahwa untuk menginisiasi terbentuknya Desa Wisata 

Bahari Berkelanjutan perlu dibuat Pedoman 

Pengembangan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan; 

    c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 

Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengembangan 

Desa Wisata Bahari Berkelanjutan; 

      

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1958 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 22 Tahun 

1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I 

Maluku (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 

1958 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1617); 

    3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

    4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-

2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4700); 

 

 

 

     

    5. 

 

 

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 

Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara 



 Republik Indonesia Nomor 4966); 

    6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5495); 

    7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan 

UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

    8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 

Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

    8. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang 

Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisataan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 140); 

    9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan. 

    10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015  Nomor 2036); 

 

MEMUTUSKAN : 

      
Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN 

PENGEMBANGAN DESA WISATA BAHARI BERKELANJUTAN. 

      
 

Pasal 1  

Pengembangan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan 

pedoman sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
Pasal 2 

(1) Pelaksanaan pengembangan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan 

dilaksanakan sesuai dengan pedoman pengembangan desa wisata bahari. 

(2) Pedoman pengembangan desa wisata bahari sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) diatur dalam Keputusan Gubernur. 

 

 

Pasal 3 
 

Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Desa 

Wisata Bahari Berkelanjutan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 



Pasal 4  

 
Pembiayaan Pengembangan Desa Wisata Bahari Berkelanjutan bersumber dari : 

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan 

b. Sumber-sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 

 

Pasal 5 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Maluku. 

 

 
 

 Ditetapkan di Ambon  

 Pada tanggal 24 Juli 2019 

  

GUBERNUR MALUKU, 

 
 

               TTD 

 
 

       MURAD ISMAIL 

 

 

 
 

Diundangkan di Ambon 

pada tanggal 24 Juli 2019 
 

SEKRETARIS DAERAH MALUKU, 

 
           TTD 

 

 
HAMIN BIN TAHIR 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI MALUKU TAHUN 2019 NOMOR 15. 
 

 

 

 

 

 

 


